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BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.
Jabatan : CAMAT PASIRIAN
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : HTHORIQUL HAQ, M.ML.
Jabatan : BUPATI IUMAJANG

Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi



2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

n Desa Tepat
Waktu.

Indikator Realisa Capal Keteranga
Sasaran Kineri Target . an
inerja si o n
(%)
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Meningkatnya |1. Persentase 87 72,13 | 82,91 Baik
Kualitas hasil
Pelayanan , Fasilitasi dan
Fasilitasi dan Koordinasi
Koordinasi yang
Kecamatan ditindak
Serta lanjuti.
Akuntabilitas
Keuangan dan |2. Persentase 82 70 85 Baik
Pemerintahan Desa yang
Desa menyusun
Pemerintahan Dokmen
Administrasi
Pemerintaha

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

: Laporan kurang baik
V |: Laporan sudah baik

: Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam tahun 2022 Kecamatan Pasirian
Kabupaten Lumajang Tahun 2022 menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung Camat Pasirian
Bupati Lumajang

H.THORIQUL HAQ, M.ML. TRIKONDO CAHYONO,S.Sos
NIP. 19650618 201001 1 001




BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : R. MOCHAMAD SUHARTONO,SE,MM.
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : TRIKONDO CAHYONO,S.Sos

Jabatan : CAMAT PASIRIAN

Selaku Atasan Pihak Pertama , selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi



2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Ir;{c}ika‘@r Target | Realisasi CaIr)lala Keteranga
inerja %) n
1 2 3 4 5=4/3 9
. Perencanaan, |1. Persentase | 100% 0% 0% Tidak ada
Penganggaran fasilitasi kegiatan
dan Evaluasi dokumen tersebut
Kinerja Perencana pada
Perangkat an, tribulan I
daerah Pengangga
ran dan
Evaluasi
Kinerja
. Administrasi . Persentase | 100% | 42,22% | 42,22% | Kegiatan
Keuangan fasilitasi telah
Perangkat Administra dilaksanak
daerah si an sesuai
Keuangan time
Perangkat scedule
Daerah yang telah
ditentukan
. Administrasi . Persentase | 100% | 38,40% | 38,40% hanya
Umum Fasilitasi pada
Perangkat Administra tribulan I
Daerah si  Umum
Perangkat
Daerah
. Penyediaan . Persentase | 100% 25% 25%
Jasa fasilitasi
Penunjang penyediaa




Capaia

Sasaran Inc.hka‘_cor Target | Realisasi n Keteranga
Kinerja o n
(%)
1 2 3 4 5=4/3 6

Urusan n jasa

Pemerintahan penunjang

Daerah operasiona
1 kantor

5. Pemeliharaan . Persentase | 100% | 44,64% | 44,64%

Barang Milik fasilitasi

Daerah pemelihar

Penunjang aan

Urusan Barang

Pemerintahan Milik

Daerah Daerah

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

: Laporan kurang baik
V |: Laporan sudah baik

: Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung Sekretaris Kecamatan

Camat Pasirian

TRIKONDO CAHYONO,S.Sos. R.MOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM.
NIP. 19670916 198809 1 001 NIP. 19661227 199503 1 004




BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ASIKIN
Jabatan : KASI PMD
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.
Jabatan : CAMAT PASIRIAN
Selaku Atasan Pihak Pertama ,selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator o Capai Keteranga
Sasaran L Target | Realisasi an
Kinerja n
(%)
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Peningkatan |1. Jumlah 11 11 100 Baik
Partisipasi desa yang
Masyarakat terfasilitasi
Dalam Musrenba
Forum ng




Musyawarah
Perencanaan
Pembanguna
n di Desa
2. Peningkatan |2. Jumlah 11 11 25% Kegiatan
Efektifitas kelompok | kelom | kelompo telah
Kegiatan masyaraka | pok/ k/3 dilaksanak
Pemberdayaa t yang 12 bulan an sesuai
n Masyarakat terbina bulan time
di Wilayah scedule
Kecamatan yang telah
ditentukan
hanya
pada
tribulan I
2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

Laporan kurang baik

\Y

Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang

Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung Kasi PMD
Camat Pasirian

TRIKONDO CAHYONO,S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001




BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ALl MUKAROM, S.Ag., M.Pd
Jabatan : KASI Pelayanan Umum
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.
Jabatan : CAMAT PASIRIAN

Selaku Atasan Pihak Pertama ,selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi



2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator . Capai Keteranga
Sasaran .. Target | Realisasi an
Kinerja (%) n
1 2 3 4 5=4/3 6
Terlaksananya | Persentase 89% | 100%/3 | 25% Kegiatan
Urusan pemenuhan bulan _telah
Pemerintahan | urusan dilaksanak
. an sesuai
yang pemerintahan .
Dilimpahkan an time
tmp yang scedule
kepada Camat | dillimpahkan yang telah
kepada Camat ditentukan
hanya
pada
tribulan I

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

: Laporan kurang baik
V |: Laporan sudah baik
: Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung
Camat Pasirian Kasi Pelayanan Umum
————
TRIKONDO CAHYONO,S.Sos LI MUKAROM

NIP. 19670916 198809 1 001 NIP. 19700612 200003 1 007



BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KOMET AHMAD MUJI B, S.Pd
Jabatan : KASI PEMERINTAHAN
Selanjutnya disebut pihak Pertama

Nama : TRIKONDO CAHYONO, S.Sos.
Jabatan : CAMAT PASIRIAN

Selaku Atasan Pihak Pertama ,selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi



2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator . Capai Keteranga
Sasaran .. Target | Realisasi an
Kinerja o n
(%)
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Pelaksanaan . Jumlah 1 1 25% Kegiatan
Tugas Forum fasilitasi fasilit | fasilitasi telah
Koordinasi tugas asi /3 bulan dilaksanak
Pimpinan di Forkopimc an sesuai
Kecamatan am time
scedule
2. Fasilitasi . Jumlah 11 11 25% | yang telah
Administrasi desa desa/ | desa/3 ditentukan
Tata terbina 12 bulan hanya
Pemerintahan penyelengg | bulan pada
Desa araan tribulan I
pemerinta
han desa

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

\Y

Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung Kasi Pemerintahan
Camat Pasirian

—

TRIKONDO CAHYONO,S.Sos KOMET AHMAD MUJI B, S.Pd
NIP. 19670916 198809 1 001 NIP. 19691219 200604 1 004




BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : AMIRUDDIN
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : RMOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM.
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi



2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator o Capaia
Sasaran Kineria Target | Realisasi n Keterangan
J (0/0)
1 2 3 4 5=4/3 6

Meningkatnya Persentase 100% | 38,40% | 38,40%
pelaksanaan Fasilitasi
Administrasi Administrasi
Umum Umum
Perangkat Perangkat _
Daerah Daerah Kegiatan
Meningkatnya Persentase 100% 25% 25% telah
pelaksanaan fasilitasi dilaksanaka
Penyediaan Jasa | penyediaan )
Penunjang jasa 1 sesual
Urusan penunjang time scedule
Pemerintahan operasional yang telah
Daerah kantor .

. ditentukan
Meningkatnya Persentase 100% | 44,64% | 44,64%
Pemeliharaan fasilitasi hanya pada
Barang Milik pemeliharaan tribulan I
Daerah Barang Milik
Penunjang Daerah
Urusan
Pemerintahan
Daerah

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

: Laporan kurang baik
V |: Laporan sudah baik

: Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung Kasubag Umum dan
Sekretaris Kecamatan Kepegawaian

R.MOCHAMA S@ONO, SE., MM.

NIP. 19661227 199503 1 004 NIP. 19670318 199403 1 007




BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : MUHLIS SURYA BUANA, S.STP.
Jabatan : Kasubag Keuangan
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : RMOCHAMAD SUHARTONO, SE., MM.
Jabatan : SEKRETARIS KECAMATAN
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi



2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran Inc.lika‘.cor Target | Realisasi Capaian | Keterang
Kinerja (%) an
1 2 3 4 5=4/3 6
Meningkatnya Persentase 100% 0% 0% Kegiatan
Perencanaan, fasilitasi telah
Penganggaran dokumen dilaksan
dan Evaluasi Perencanaan, akan.
L sesuai
Kinerja Penganggara time
Perangkat n dan scedule
daerah Evaluasi yang
Kinerja telah
Meningkatnya | Persentase 100% | 47,22% | 47,22% | ditentuk
Administrasi fasilitasi an
Keuangan Administrasi haara};a
Perangkat Keuangan tr?bulan
daerah Perangkat I
Daerah

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

: Laporan kurang baik
V |: Laporan sudah baik

: Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung
Sekretaris Kecamatan Kasubag Keuangan

R.MOCHAMA %‘ONO, SE,.MM. MUHLIS SURY ANA, S.STP.

NIP. 19661227 199503 1 004 NIP. 19940625 201708 1 003
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BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistemPerencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republikindonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang AparaturSipil Negara
(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 6,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimanatelah = diubah kedua kalinya dengan Undang-
UndangNomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RepublikIndonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LembaranNegara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentangPelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republikindonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentangPembinaan dan
Pengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentangSistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah(Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014Nomor 80);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentangPeraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12Tahun 2011 tentang
Pembentukan PeraturanPerundang-Undangan (Lembaran Negara
RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara danReformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentangPetunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja,dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja
InstansiPemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah KabupatenLumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
LembaranDaerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugasdan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang

bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DJODIT NURTJAHJUDI
Jabatan : Pengadminsitrasi Umum
(Bidang Umum dan Kepegawaian)

Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : AMIRUDDIN
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi



2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator

Capaian

melaporkan

Sasaran Kinerja Target | Realisasi %) Ket.
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Meningkatnya | Jumlah dokumen 12 3 25% Kegiata
kualitas yang diterima n telah
penerimaan dan dilaporkan dilaksa
dan pencatatan nakan
hasil kegiatan sesuai
Kasi time
Pemerintahan scedule
yang
2. Meningkatnya | Jumlah dokumen 12 3 25% telah
kualitas yang diterima ditentu
penerimaan dan dilaporkan kan
dan pencatatan hanya
hasil kegiatan pada
Kasi PMD tribula
nl
3. Meningkatnya | Jumlah dokumen
kualitas yang diterima 12 3 25%
penerimaan dan dilaporkan
dan pencatatan
hasil kegiatan
Kasi Pelayanan
Umum
4. Meningkatnya | Jumlah surat 120 30 25%
kualitas yang dikelola
pengelolaan
surat menyurat
5. Meningkatnya | Jumlah 24 §) 25%
kualitas Dokumen Yang
penerimaan diterima dan
dan pencatatan | dilaporkan
Hasil Kegiatan
PPID
6. Menyiapkan Jumlah kegiatan 54 12 25%
perangkat yang harus
pelaksanaan disiapkan
apel pagi dan
apel hari-hari
besar nasional
7. Menyiapkan Jumlah kegiatan 24 6 25%
perangkat yang harus
pelaksanaan disiapkan
rapat-rapat
8. Mencatat, Jumlah dokumen 36 9 25%
menyimpan yang harus
dan dikelola




Sasaran Inghka'tor Target | Realisasi Capaian Ket.
Kinerja (%)
1 2 3 4 5=4/3 6
Surat
Keputusan
Camat
9. Melaksanakan | Jumlah kegiatan 24 6 25%

tugas-tugas

lain yang
diberikan oleh
atasan
langsung

yang harus
dilaksanakan

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

: Laporan kurang baik
V | : Laporan sudah baik

: Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Triwulan I Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Umum
Kasubag Umum Dan Bagian Umum dan Kepegawaian
Kepegawaian
Q/’_—‘ ; L__._'

AMIRUDDIN DJODIT NURTJAHJUDI
NIP. 19670318 199403 1 007 NIP. 19650618 201001 1 001




BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari

pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi

pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan

dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan

evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap

pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten

Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republiklndonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SUHARDOKO
Jabatan : Pengadminsitrasi Umum

(Bidang Umum dan Kepegawaian)

Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : AMIRUDDIN
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi



2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

SKP dan

Sasaran Ir;{ghkaicor Target | Realisasi Cafjalan Ket
inerja (%)
1 2 3 4 5=4/3 6
. Meningkatnya | Jumlah Buku 21 21 25% Kegiatan
kualitas Kepegawaian Buku/ | buku/3 telah
pengelolaan/ bulan bulan dilaksanak
mengadministr an sesuai
asian Data time
Kepegawaian scedule
dalam buku yang telah
kepegawaian ditentukan
hanya
. Meningkatnya | Jumlah 180 45 dok 25% pada
kualitas Pegawai dok tribulan I
pengelolaan/m
engadministras
ian
Dok.Kepegawai
an dalam
SIMAK
. Meningkatnya | Jumlah 12 lap 3 lap 25%
kualitas Laporan
laporan kondisi
data
kepegawaian
. Meningkatnya | Jumlah 18 dok 6 dok 25%
kualitas Pegawai
laporan periode
kenaikan
berkala
. Meningkatnya | Jumlah 18 dok 6 dok 25%
kualitas dalam | Pegawai
mengusulkan
kenaikan
pangkat
. Meningkatnya | Jumlah 235 60 surat 25%
kualitas hasil dokumen surat
printout dan printout
share hasil presensi
presensi si
Perlu
. Meningkatnya | Jumlah 18 S berkas 25%
kualitas dalam | dokumen SKP | berkas
menghimpun




Sasaran In(jhkajcor Target | Realisasi Capaian Ket
Kinerja (%)
1 2 3 4 5=4/3 6
menginput
dalam Simak
8. Meningkatnya | Jumlah 12 lap 3 lap 25%
kualitas dokumen
laporan laporan
berkaitan
dengan
Kepegawaian

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

: Laporan kurang baik
V | : Laporan sudah baik
: Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan [ ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Umum
Kasubag Umum Dan Bagian Um n Kgpegawaian
?gawaian

J SUHARDOKO
NIP. 19670318 199403 1 007 NIP. 19660323 2010011002




BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11

12.

13

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : RIRIS NURJAYANTI
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : AMIRUDDIN
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi



2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator

Capaian

ke Tujuan

Surat

Sasaran Kinerja Target | Realisasi %) Ket
1 2 3 4 5=4/3 6
. Meningkatnya . Jumlah 2000 | 400 surat 25% Kegiata
kualitas Surat surat n telah
Pengagendaan Masuk dilaksa
Surat Masuk Yang nakan
diagenda sesuai
time
. Meningkatnya . Jumlah 500 125 surat 25% scedule
kualitas Surat yang surat yang
Pendistribusia didistribusi telah
n surat sesuai kan ditentuk
disposisi an
hanya
. Meningkatnya . Jumlah 300 75 surat 25% pada
kualitas Surat yang surat tribulan
pengetikan dicetak I
Surat tindak
lanjut hasil
disposisi
. Meningkatnya . Jumlah 500 125 surat 25%
kualitas surat surat
pengagendaan keluar
surat keluar
. Meningkatnya . Jumlah 5000 1250 25%
kualitas Surat yang surat surat
pendistribusia didistribusi
n Surat keluar kan




Sasaran In(jhkajcor Target | Realisasi Capaian Ket
Kinerja (%)
1 2 3 4 5=4/3 6
6. Meningkatnya |6. Jumlah 235 59 hari 25%
kualitas kegiatan hari
pengoperasian yang
Simak dilakukan

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

: Laporan kurang baik

V | : Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang

Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Umum
Kasubag Umum Dan

egawaian 0
?/_‘ Qe

—

AMIRUDDIN RIRIS NURJAYANTI
NIP. 19670318 199403 1 007 NIP. -




BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : YUNAIDI ZAINUL ABDILLAH
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : AMIRUDDIN
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator . Capaia
Sasaran . Target | Realisasi n Keterangan
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Terpenuhinya 1. Jumlah Buku 10 10 25% Kegiatan
dokumen Reg. Barang dan buku buku/3 telah
pencatatan / Aset bulan dilaksanaka
menginfentaris n sesuai
Barang Daerah time
scedule
yang telah




Capaia

pencatatan

Sasaran Inc:hka“cor Target | Realisasi n Keterangan
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5=4/3 6
. Terpenuhinya . Jumlah Barang 38 38 100% | ditentukan
dokumen yang disediakan barang | barang hanya pada
pencatatan dan tribulan I
Menerima Hasil
Pengadaan
Barang
. Meningkatnya . Jumlah Barang 38 38 100%
kualitas yang diidentifikasi
Pengidentifikasia
n Barang hasil
pengadaan
. Terpenuhinya . Jumlah Surat 38 38 100
dokumen Penunjukan
pembuatan
Surat
Penunjukan
Pemakai Barang
. Terpenuhinya . Jumlah Barang 14 14/3 25%
dokumen yang dipelihara bulan
pencatatan Hasil
Pemeliharaan
. Terpenuhinya . Jumlah Dok. 1 1 100
dokumen Daftar Kebutuhan
penyusunan Barang
Daftar
Kebutuhan
Barang
. Terpenuhinya . Jumlah Dok. 1 1 100
dokumen Daftar
penyusunan Kebutuhan
Daftar Pemeliharaan
Kebutuhan Barang
Pemeliharaan
Barang
. Terpenuhinya . Jumlah buku 1 1 buku/3 | 25%
dokumen stock opname bulan




Capaia

Sasaran Inc:hka“cor Target | Realisasi n Keterangan
Kinerja
(%)
1 2 3 4 5=4/3 6
Keluar
masuknya
Barang Pakai
Habis/ATK (
Stock opname )
9. Meningkatnya 9. Jumlah dokumen 2 0 0%
kualitas Rekonsiliasi
pencatatan hasil
Rekonsiliasi Aset
10.Terpenuhinya 10. Jumlah Laporan 2 1 50%
dokumen Penghapusan
pencatatan dan
Melaporkan
Penghapusan
Barang
11.Terpenuhinya 11. Jumlah 1 1 100
dokumen dokumen
pencatatan Hasil Penyusutan
Penyusutan
12.Meningkatnya 12. Meningkatnya 150 150 100

Mobilisasi
Kegiatan
Kecamatan

Mobilisasi
Kegiatan
Kecamatan

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

\Y%

Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang

Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Umum
Kasubag Umum Dan Bagian Persuratan
Kepegawaian

YUNAIDI ZAINUL ABDILLAH
NIP. 19670318 199403 1 007 NIP. -




BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234);



10.

11

12.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;



13.

14.

15.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : RAHMAD HIDAYAT
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : AMIRUDDIN
Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi



2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Sarpras Rapat
dll

Sasaran I%?ill:};gr Target | Realisasi Cé(lc?lé)lla Keterangan
1 2 3 4 5=4: /3 6
1. Meningkatnya | 1. Jumlah 365 90 hari 25% Kegiatan
kualitas Kegiatan hari telah
pelaksanaan dilaksanaka
Kebersihan n sesuai
Kantor time
scedule
2. Meningkatnya | 2. Jumlah 365 90 hari 25% yang telah
kualitas Jaga Kegiatan hari ditentukan
Malam hanya pada
Keamanan tribulan I
Kantor
3. Meningkatnya |3. Jumlah 48 12 25%
kualitas Keg.yang kegiata | kegiatan
Penataan dilayani n

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

: Laporan kurang baik
V | : Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Umum
Kasubag Umum Dan Bagian Persuratan

Kepegawaian

Lo

o
DDIN RAHMXD HIDAYAT
NIP. 19670%18 199403 1 007 NIP. -




BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11

12.

13

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SUSIANI
Jabatan : Pengadminsitrasi Umum (Bidang Keuangan)
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : MUHLIS SURYA BUANA, S.STP.
Jabatan : Kasubag Keuangan
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi.

2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Sasaran In(?hkafcor Target | Realisasi Cafgalan Ket.
Kinerja (%)
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Meningkatnya Jumlah 175 56 dok 32% Kegiata
kualitas Dokumen dok n telah
pengajuan SPP SPP dilaksa
kepada pengguna nakan
anggaran sesuai
time




analisa atas
laporan
pertanggungjawa

ban pengeluaran

Sasaran Irll{?rillzi;;)r Target | Realisasi Ca(;o) /i‘)i an Ket.
1 2 3 4 5=4/3 6
. Meningkatnya Jumlah 175 55 dok 31% scedule
kualitas Dokumen dok yang
pengajuan SP2D atas telah
penerbitan SP2D | SPM ditentuk
atas SPM yang an
telah diterbitkan hanya
pengguna pada
anggran tribulan
I
. Meningkatnya Jumlah 204 55 lap 27%
kualitas Dokumen lap
pertanggunjawab | Laporan
an secara Pertanggun
administratif gjawaban
penggunaan
anggaran kepada
Kepala SKPD
. Meningkatnya Jumlah 12 lap 3 lap 25%
kualitas Dokumen
pertanggunjawab | pertanggun
an secara gjawabn
fungsional
penggunaan
anggaran kepada
Kepala SKPD;
. Meningkatnya Jumlah 12 lap 3 lap 25%
kualitas verifikasi | lap.hasil
, evaluasi dan verifikasi




2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

: Laporan kurang baik

V | : Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang

Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan [ Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Umum/
subag eu\angan Bendahara

1

e

MUHLIS SURYA BUANA, S.STP.
NIP. 19940625 201708 1 003 NIP. 19830825 201406 2 003




BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ISMI ULFA FAIZAH
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : MUHLIS SURYA BUANA, S.STP.
Jabatan : Kasubag Keuangan
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi



2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

LKPP

Indikator o Capaia
Sasaran Kinetja Target | Realisasi (orz) Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
. Terpenuhinya . Jumlah 175 45 dok 26% | Kegiatan
dokumen dokumen dok telah
administrasi yang dilaksanaka
Data akuntasi dicatat n sesuai
time
. Terpenuhinya . Jumlah 175 48 dok 27% | scedule
dokumen dokumen dok yang telah
administrasi yang ditentukan
SPPD bulanan dicatat hanya pada
tribulan I
. Terpenuhinya . Jumlah 175 48 dok 27%
pengentryan dokumen dok
SPPD bulanan yang
pada E- dientry
Finance
. Terpenuhinya . Jumlah 150 55 dok 37%
dokumen dokumen dok
administrasi yang
SPj bulanan dicatat
. Meningkatnya . Jumlah 150 S5 dok 37%
kualitas dokumen dok
pengoperasian yang
Aplikasi SIPD diinput
. Meningkatnya . Jumlah 45 dok | 45 dok 100%
kualitas dokumen
pengoperasian yang
Aplikasi SIRUP diinput




Indikator o Capaia
Sasaran Kineria Target | Realisasi ( 0;(1)) Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
7. Meningkatnya |7. Jumlah 45 dok | 45 dok 100%
kualitas dokumen
pengoperasian yang
Aplikasi SPSE diinput
Versi 4.3
8. Meningkatnya | 8. Jumlah 12 3 bulan 25%
kualitas/kuant Rekonsilisi bulan
itas dilakukan
palaksanakaan
rekonsiliasi
akutansi
bulanan
9. Terpenuhinya 9. Jumlah 12 3 bulan 25%
dokumen dok. bulan
palaksanakaan Laporan
Laporan
bulanan
Keuangan

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

: Laporan kurang baik

V | : Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang

Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
K subﬂg Keuangan Pengadministrasi Umum

1

MUHLIS SURYA BUANA, S.STP.
NIP. 19940625 201708 1 003




BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11

12.

13

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : INDRA DIAN PURWANTO
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : ASIKIN
Jabatan : KASI PMD
Selaku Atasan Pihak Pertama , selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi



2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator

Capaian

BBGRM

Sasaran Kinerja Target | Realisasi %) Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
. Mencatat hasil . Jumlah 75 19 25% Kegiatan
Fasilitasi orang yang telah
kegiatan difasilitasi dilaksanaka
Keagamaan n sesuai
. Mencatat hasil . Jumlah 75 0 0% time
Fasilitasi personil scedule
kegiatan Paskibra yang telah
Pemuda yang ditentukan
difasilitasi hanya pada
tribulan I
. Mencatat hasil . Jumlah 2 2/3 25%
Fasilitasi Jenis bulan
kegiatan Kegiatan
tingkat yang
Kabupaten diikuti
. Mencatat hasil . Jumlah 12 3 25%
Fasilitasi Dok.Hasil
kegiatan Kegiatan
Pemberdayaan yang
Perempuan dlaksanaka
n
. Mencatat hasil . Jumlah 73/ 12 73/3 25%
pembinaan Posyandu bulan bulan
Posyandu yang dibina
. Mencatat hasil . Jumlah 11 3 desa 25%
Fasilitasi keg. desa
kegiatan BBGRM




2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

: Laporan kurang baik

V | : Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang

Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Umum
si PMD Y
/¥
) ASIKI INDRA DIAN PURWANTO

NIP. 19650310 199403 1 004 NIP. 19801211 200901 1 011



BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : KASIH NUR FIANTI
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : ASIKIN
Jabatan : KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Selaku Atasan Pihak Pertama , selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator .. Capai Keteranga
Sasaran .. Target | Realisasi an
Kinerja o n
(%)
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Membantu Jumlah 60 15 25% Kegiatan
fasilitasi Proposal yang | propo | proposal telah
pengajuan difasilitasi sal dilaksanaka
proposal dari n sesuai
masyarakat time
scedule
yang telah




Capai

Sasaran Inc.hka‘.cor Target | Realisasi an Keteranga
Kinerja o n
(%0)
1 2 3 4 5=4/3 6
. Jumlah Surat 240 | 60 surat | 25% ditentukan
. Meningkatkan
.. . | Keluar Masuk | surat hanya pada
Pengadministrasi i .
Seksi tribulan I
an Surat Keluar
. Pemberdayaan
Masuk Seksi
Masyarakat
Pemberdayaan yang
Masyarakat diadministrasi
Jumlah 99 99 100%
. Meningkatkan Usulan usula | usulan
Fasilitasi Usulan | Musrenbang n
Musrenbang RKPD di
RKPD di Kecamatan
Kecamatan yang
difasilitasi
Jumlah 12 3 25%
. Membantu Laporan lapora | laporan
fasilitasi Laporan | kegiatan n
kegiatan Pemberdayaan
Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat Desa | Desa yang
difasilitasi
O,
. Melaksanakan Jun‘llah 12. .3 25%
. kegiatan PKK | kegiat | kegiatan
tugas sebagai yang an
k is PKK
Sekretaris dilaksanakan

2.3. Tanggapan Atasan Langsung
Format Disposisi, sebagai berikut :

Laporan kurang baik

V | : Laporan sudah baik

Lain-lain

Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan [ Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Umum
Kasi Pembe aan Masyarakat

o

KASIH NUR FIANTI
NIP. 19650310 199¢03 1 004 NIP. -




BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11

12.

13

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : BAMBANG ELY PURWANTO
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : KOMET AHMAD MUJI BASUKI, S.Pd
Jabatan : Kasi Pemerintahan
Selaku Atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi



2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator Capaia
Sasaran . Target | Realisasi n Keterangan
Kinerja %)
1 2 3 4 5=4/3 6

. Meningkatnya | Jumlah 33 dok | 33 dok/3 | 25% Kegiatan
Kualitas Hasil | Dok.Hasil bulan telah
Pembinaan Pembinaan dilaksanaka
Adminsitrasi Desa .

n sesuai
Desa .

. Meningkatnya | Jumlah 33 dok | 33 dok/3 | 25% time
Kualitas Hasil | Dok.Hasil bulan scedule
Monev Monev yang telah
Pelaksanaan di ditentukan
Desa hanya pada

. Meningkatnya |Jumlah dok.| 11 dok | 11 dok/3 | 25% tribulan I
Kualitas Hasil bulan
Pengadministra | penyelesaian
sian  Tentang | permasalahan
penyelesaian Desa
Permasalahan
di Desa

. Meningkatnya |Jumlah Lap.| 1llap | 11lap-3 | 25%

Kualitas Aset  masing bulan
Pengadministra | masing Desa

sian Lap. Aset

Desa

. Meningkatnya | Jumlah dok. | 22 dok 5 dok 25%
Kualitas hasil | Hasil
Pemilihan pemilihan dan
Kepala Desa | pengisian
dan pengisian | perangkat
kekosongan desa
Perangkat

. Meningkatnya | Jumlah 11lap | 11 lap— 25%
Kualitas laporan 3 bulan
Laporan kependuduka
kependudukan | n
dari desa

. Meningkatnya | Jumlah 11lap | 11 lap— 25%
Kualitas laporan NTCR 3 bulan
laporan NTCR

. Meningkatnya | Jumlah 11lap | 11 lap— 25%
Kualitas Lap.LPj Kepala 3 bulan
Laporan Desa
Pertanggungjaw
aban Kepala
Desa

. Meningkatnya | Jumlah berkas 55 15 27%
Kualitas bahan | yang brkas berkas
Pembinaan disiapkan




Indikator o Capaia
Sasaran . Target | Realisasi n Keterangan
Kinerja %)
1 2 3 4 5=4/3 6
Kasi
Pemerintahan
10. Meningkatnya | Jumlah 12 lap 3 lap 25%
Kualitas Laporan
Laporan bulanan
Capaian
Kinerja
kegiatan Kasi
Pemerintahan
tiap bulan

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

: Laporan kurang baik

V | : Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang

Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Umum
Kasi Pemerintahan Seksi Pemerintahan

KOMET AHMAD M.B, S.Pd BAMBANG ELY PURWANTO
NIP. 19691219 200604 1 004 NIP. 19720525 199403 1 007




BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11

12.

13

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : MOCHAMAD MASHUDI
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : ALI MUKAROM,S.Ag., M.Pd.
Jabatan : KASI YANMUM
Selaku Atasan Pihak Pertama , selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi



2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator Capaian

Sasaran Kinerja Target | Realisasi %) Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Terpenuhinya |1. Jumlah 5000 1250 25% Kegiatan
dokumen berkas berkas | berkas telah
pencatatan dilaksanaka
Nama n sesuai
pengguna time
Blanko KK scedule
2. Terpenuhinya |2. Jumlah 2200 | 550 surat 25% yang telah
pembuatan Surat surat ditentukan
Rekomendasi hanya pada
Penanda tribulan I

tanganan KK

3. Meningkatnya |3. Jumlah 5000 1250 25%
kualitas Input berkas berkas | berkas

dan validasi

data KK

4. Meningkatnya |4. Jumlah 5000 1250 25%
kualitas proses berkas berkas berkas
Cetak KK

5. Terpenuhinya |5. Jumlah 378 95 25%
dokumen berkas berkas | berkas
Pengarsipan

data Penduduk

6. Meningkatnya |6. Jumlah 378 95 25%
kualitas Input berkas berkas | berkas
data Pindah
Tempat




Sasaran Irfg;t?};)r Target | Realisasi Ca(E /?)i an Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
7. Terpenuhinya |7. Jumlah 378 95 25%
dokumen berkas berkas | berkas
Pencetakan
SKPWNI
8. Terpenuhinya |8. Jumlah 5000 1250 25%
Pengajuan KK Surat surat surat
kolektif ke
Disdukcapil
9. Terpenuhinya |9. Jumlah 31 8 laporan 25%
dokumen Laporan lapora
Pelaporan n
Penggunaan
blanko
10. Terpenuhinya | 10. Jumlah 62 dok 15 25%
dokumen dok. hasil dokumen
hasil koordinasi
Koordinasi
berkaitan
kependuduka
n

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Umum
Kasi Yanmum

e el

ALI MUKAROM,S.Ag., M.Pd. MOCHAMAD MASHUDI
NIP. 19700612 200003 1 007 NIP. -




BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11

12.

13

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : ANGGARA WIDI PERMANA
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : ALI MUKAROM,S.Ag., M.Pd.
Jabatan : KASI YANMUM
Selaku Atasan Pihak Pertama , selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi



2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator o Capaia
Sasaran Kinetja Target | Realisasi (OI:) | Keterangan
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Meningkatnya | 1. Jumlah 761 190 dok 25% | Kegiatan
kualitas Input Dok.yang dok telah
Data bisa dilaksanaka
permohonan diinput n sesuai
KTP time
scedule
2. Meningkatnya | 2. Jumlah 4787 1.196 25% | yang telah
kualitas Dokumen dok dok ditentukan
pencatatan yang hanya pada
Permohonan dicatat tribulan I
KTP
3. Meningkatnya | 3. Jumlah 600 150 dok 25%
kualitas dok.Pindah dok
pencatatan Tempat
Permohonan
Pindah Tempat
4. Meningkatnya | 4. Jumlah 600 150 surat | 25%
kualitas proses Surat surat
penyiapan
Pengantar
Surat Pindah
5. Meningkatnya
kualitas 5. Jumlah 600 150 dok 25%
Pengarsipan Dokumen dok
Surat Pindah Sp
6. Meningkatnya | 6. Jumlah 48 dok 12 dok 25%
kualitas dok. Hasil




Indikator Capaia
Sasaran L Target | Realisasi n Keterangan
Kinerja %)
1 2 3 4 5=4/3 6
Koordinasi koordinasi
perihal KTP ke
Disdukcapil

2.3. Tanggapan Atasan Langsung

Format Disposisi, sebagai berikut :

: Laporan kurang baik

V | : Laporan sudah baik

Laporan diperbaiki

Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang

Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Umum
Kasi Yanmum

— e el

ALI MUKAROM,S.Ag., M.Pd. ANGGARA WIDI PERMANA
NIP. 19700612 200003 1 007 NIP. -




BAB I
PENDAHULUAN

Perjanjian kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan
tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukandalam
penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi
serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja.

Dasar hukum Pelaporan Kinerja Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Lembaran Negara Republikindonesia Tahun 1950 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4393);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peratuan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



10.

11

12.

13.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah;



14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90);

15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB II
AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif,
transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang
bertanda tangan di bawah ini :
Nama : SUSANTI NUR PRASINTA
Jabatan : Pengadministrasi Umum
Selanjutnya disebut pihak Pertama
Nama : ALI MUKAROM,S.Ag., M.Pd.
Jabatan : KASI YANMUM
Selaku Atasan Pihak Pertama , selanjutnya disebut pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujutkan target kinerja yang
seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target
kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan
melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan
mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian

penghargaan dan sanksi

2.2. Capaian Kinerja

Tabel Capaian Kinerja

Indikator L Capaia
Sasaran Ki . Target | Realisasi n Keterangan
inerja %)
1 2 3 4 5=4/3 6
1. Tercatatnya Jumlah 720 180 25% Kegiatan
Permohonan Permohonan permo | permoho telah
Santunan Santunan honan han dilaksanaka
kematian yang | kematian yang n sesuai
dilayani dilayani time
scedule
2. Tercatatnya Jumlah 720 180 25% yang telah
Permohonan Jumlah permo | permoho




Capaia

n

Sasaran Inghkajcor Target | Realisasi n Keterangan
Kinerja %)

1 2 3 4 5=4/3 6
Santunan Permohonan honan nan ditentukan
kematian yang | Santunan hanya pada
diajukan ke kematian yang tribulan I
Dinas Sosial diajukan

3. Tercatatnya Jumlah 720 180 25%
Permohonan Permohonan permo | permoho
Santunan Santunan honan nan
Kematian yang | Kematian yang
dicairkan dicairkan

Jumlah 720 180 25%
. Tercatatnya .
) Pencairan permo | permoho
Pencairan
Santunan honan nan
Santunan .
Kematian yang Kematian yang
didistribusikan didistribusika

\Y%

2.3. Tanggapan Atasan Langsung
Format Disposisi, sebagai berikut :

Laporan kurang baik
Laporan sudah baik
Laporan diperbaiki
Target dan realisasi diteliti ulang
Capaian diteliti ulang
Lain-lain




BAB III
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten
Lumajang Tahun 2022 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas
penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2022. Pembuatan LKj Triwulan I ini
merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan
pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKj Triwulan I Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun
2022 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Pasirian dan Evaluasi
terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun
kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan
keberhasilan dan kegagalan. Dalam Triwulan I tahun 2022 Kecamatan
Pasirian Kabupaten Lumajang menetapkan indikator kinerja sesuai
dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Penetapan Kinerja

Tahun 2022 yang ingin dicapai dengan baik.

Mengetahui, Lumajang, 31 Maret 2022
Atasan Langsung Pengadministrasi Umum
Kasi Yanmum

- ‘

ALI MUKAROM,S.Ag., M.Pd. SUSANTI NUR PRASINTA
NIP. 19700612 200003 1 007 NIP. -




